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CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH 

S2 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan 

S3 
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan 
bangsa 

KU1 Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif 

KU3 
Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data; 

KK1 Mampu menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi peraturan-peraturan di bidang hukum 

KK3 
Mampu menelaah dan menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridis, 
berdasarkan pengetahuan teoritis dan peraturan perundang-undangan 



KK5 Mampu mengintegrasikan dokumen-dokumen hukum dalam merancang peraturan dan kebijakan 

P1 
Mampu mengidentifikasi, mengkaji dan mengembangkan teori, filsafat, politik dan sosiologi hukum serta mengelola riset di bidang 
hukum 

CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR 

Setelah mempelajari mata kuliah ini diharapkan peserta mata kuliah dapat memahami pengaturan hukum, teori dan prinsip-prinsip hukum dalam 
pengelolaan laut, Sumber daya Kelautan Nasional, mengetahui kewenangan, peran dan kelembagaan pemerintah dan pemerintah daerah dalam 
pengelolaaan dan pemanfaatan SDKL, mampu memahami arah kebijakan pemerintah dalam pengelolaan SDKL ydi bidang kelautan secara berkelanjutan 
dan peserta mata kuliah dapat mampu memecahkan penyelesaian persoalan hukum pada otonomi daerah di bidang kelautan. 

DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH 

Mata Kuliah ini membahas dan mengkaji tentang otonomi daerah di bidang kelautan, membahas tentang kewenangan, peran dan kelembagaan pemerintah 
dan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan (SDKL), membahas pembagian kewenangan diantara pemerintah pusat 
dan daerah dalam hal pengurusan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau terkecil. Selain itu mata kuliah ini membahas  tentang sejarah perkembangan 
pemanfaatan SDKL hingga saat ini, perkembangan pemanfaatan SDKL di wilayah Internasional, arah kebijakan pemerintah di bidang kelautan, mengkaji 
tentang perlindungan SDKL berkelanjutan, harmonisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan di bidang 
kelautan. Membahas tentang Penataan Ruang dan Wilayah serta Potensi pengembangan wilayah Kelautan dan penegakan hukumnya. 
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Pertem

uan Ke- 

Sasaran 

Pembelajaran/Kemamp

uan Akhir yang 

Diharapkan 

Topik Kajian/Materi Bentuk/Metode/St

rategi 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Indikator/Kriteria Penilaian Bobot 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Mahasiswa mampu 

memahami ruang lingkup 

mata kuliah, mampu 

mendefinisikan istilah-

istilah dalam otonomi di 

bidang kelautan 

- Kontrak perkuliahan 

- Manajemen kelas 

- Penjelasan RPS Mata Kuliah 

Otonomi di bidang Kelautan 

- Pengertian, Istilah dan 

Ruang Lingkup  

- Dasar Hukum Otonomi di 

bidang Kelautan 

- Kuliah 

- Diskusi 

interaktif 

2 x 50 

menit 

- Kehadiran 

- keaktifan 

3% 

2 Mahasiswa  mampu 

menjelaskan dan 

menyebutkan dasar-dasar 

hukum di bidang otomi 

kelautan, mampu 

menelaah harmonisasi dan 

keselarasan aturan terkait 

• Penelusuran Pustaka 

• Penelusuran dan telaah dasar 

hukum otonomi di bidang 

kelautan. 

 

- Kuliah 

- Diskusi 

interaktif 

- Tugas mandiri 

- Penugasan 

terstruktur 

2 x 50 

menit 

- Kehadiran 

- Keaktifan 

- Kemampuan menganalisis 

dalam menjelaskan 

peraturan hukum di bidang 

kelautan ddikaitkan dengan 

otonomi daerah 

- Kemampuan menyelesaikan 

tugas yang diberikan dan 

menjawab sesuai dengan 

materi pertemuan. 

 

6% 



3-4 Mahasiswa mampu 

menjelaskan berbagai 

kewenangan pemerintah 

dalam otonomi daerah 

dalam bidang kelautan 

dan menggunakan 

pengetahuan tersebut 

dalam memecahkan 

persoalan hukum  di 

bidang kelautan 

- Kewenangan Pemerintah, 

Pemerintah Daerah di bidang 

Kelautan 

- Peran Negara di bidang 

Kelautan 

- Kuliah 

- Diskusi 

interaktif 

-  

2 x 50 

menit 

 6% 

5-6 Mahasiswa mampu 

membeberkan dan 

mendiskusikan 

pengelolaan SDKL dan 

sejarah pemanfaatan 

SDKL dari masa lampau 

hingga saat ini. 

- Sejarah Pemanfaatan 

Sumber Daya Kelautan 

(SDKL) di Indonesia 

- Pengelolaan  sektor Laut di 

Masa Hindia Belanda 

- Periode setelah kemerdekaan 

- Periode restrukturisasi & 

reorganisasi lembaga 

kelautan dalam 

pemerintahan orde baru dan 

reformasi (1966-1999) 

 

- Kuliah 

- Diskusi 

interaktif 

- Tugas 

mandiri 

- Penugasan 

terstruktur 

2 x 50 

menit 

- Kehadiran 

- Keaktifan 

- Kemampuan secara lisan 

tulisan menjelaskan tentang 

sejarah pemanfaatan SDKL 

dari masa pemerintahan 

sebelum kemerdekaan 

hingga saat ini 

 

6% 

7 Mahasiswa mampu 

menelusuri dan 

memanfaatkan 

pengetahuan materi terkait 

untuk pemecahan 

persoalan hukum di 

bidang pengelolaan 

sumber daya kelautan saat 

ini. 

- Perkembangan Pengelolaan 

dan pemanfaatan sektor 

Kelautan Nasional 

- Perkembangan pemanfaatan 

SDKL di lingkup 

Masyarakat Internasional 

(Konvensi Hukum Laut 

UNCLOS) 

- Kuliah 

- Diskusi 

interaktif 

- Penugasan 

Terstruktur 

- Tugas 

Mandiri 

2 x 50 

menit 

- Kehadiran 

- Keaktifan 

- Kemampuan secara lisan 

dan tulisan menyatakan 

pendapat, hasil telaah dan 

analisis  trekait materi 

perkuliahan. 

6% 

8 Ujian Tengah Semester    10% 

9-10 Mahasiswa mampu 

menelusuri dan 

mengaplikasikan teori dan 

- Penelusuran Teori-teori  dan 

konsep pengelolaan SDKL 

 

- Kuliah 

- Diskusi 

interaktif 

2 x 50 

Menit 

- Kehadiran 

- Keaktifan 

5% 



konsep pengelolaan 

SDKL dalam 

menyelesaikan persoalan 

hukum di bidang 

pengelolaan SDKL 

- Tugas 

mandiri 

- Kemampuan mahasiswa 

dalam mengaplikasikan 

teori dan konsep dalam 

memberikan pemecahan 

masalah hukum otonomi di 

bidang kelautan 

11-12 Mahasiswa mampu 

menelusuri dan 

menganalisis peraturan-

peraturan hukum dan 

kebijakan pemerintah 

termasukpolitik hukum 

yang melatarbelakangi 

aturan tersebut 

- Harmonisasi peraturan 

perundang-undangan 

(kebijakan pemerintah) di 

bidang pengelolaan Sumber 

Daya Kelautan 

- Arah   Kebijakan Pemerintah 

Di bidang Pengelolaan 

SDKL 

- Agenda Nasional 

Pemerintaah di bidang 

Pengelolaan SDKL 

- Kuliah 

- Diskusi 

interaktif 

- Tugas 

mandiri 

- Penugasan 

terstruktur  

2 x 50 

menit 

- Kehadiran 

- Keaktifan 

- Kemampuan mahasiswa 

dalam mendiskusikan dan 

mengkritisi kebijakan-

kebijakan pemerintah dan 

perundang-undangan dalam 

pengelolaan SDKL 

Nasional 

6% 

13-14 Mahasiswa mampu 

menjelaskan struktur 

kelembagaan dalam 

otonomi di bidang 

kelautan, dan 

mendiskusikan 

pemanfaatan wilayah 

pesisir dan pulau-pulau 

kecil serta mengetahui 

konsep penataan wilayah 

dan ruang di bidang 

kelautan. 

- Struktur dan Kelembagaan 

Otonomi di bidang kelautan 

- Pengelolaan dan 

pemanfaatan Wilayah Pesisir 

dan Pulau-Pulau kecil 

- Penataan Wilayah dan 

Ruang di bidang Kelautan 

- Kuliah 

- Diskusi 

interaktif 

- Tugas 

mandiri 

 

2 x 50 

menit 

- Kehadiran 

- Keaktifan 

- Kemampuan mahasiswa 

secara lisan dan tulisan 

menanggapi materi 

perkuliahan minggu ini 

6% 

15 Mahasiswa mampu 

menerangkan dan 

menjelaskan penegakan 

hukum dalam otonomi di 

bidang kelautan, 

mengetahui bentuk 

- Penegakan hukum di bidang 

kelautan 

- Perlindungan SDKL 

(ekosistem dan SDA yg 

diperbaharui dan tidak dapat 

diperbaharui) 

- Kuliah 

- Diskusi 

- Tugas 

mandiri 

2 x 50 

menit 

- Keaktifan 

- Kehadiran 

- kemampuan mahasiswa 

secara lisan dan tulisan 

dalam menyampaikan 

penegakan hukum di bidang 

6% 



perlindungan SDKL 

sesuai aturan terkait,, 

menelaah pelaksanaan 

pengendalian wilayah 

pesisir dan laut 

berkelanjutan dan mampu 

memproyeksikan potensi 

pengelolaan dan 

pemanfaatan di bidang 

kelautan 

- Pengendalian Wilayah 

Pesisir dan Laut 

Berkelanjutan 

- Potensi Pengelolaan dan 

Pemanfaatan di bidang 

Kelautan. 

kelautan, pengendalian 

SDKL dalam wil. Pesisir, 

pulau dan laut, melihat 

potensi dari pengelolaa dan 

pemanfaatan SDKL 

Nasional. 

16 UJian Akhir Semester   11% 

 


